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ABSTRACT 
The article aims to analyze the effectiveness and efficiency of  fund of zakat, Infaq, sadaqah and 
waqf. Their  collection and distribution is done through Non-Bank Industry (IKBN). This 
research is a library research. The approach used qualitative normative in which the  analysis 
is done  through content analysis. The study revealed that the management of zakat funds, infaq, 
sadaqah, and wakaf collection and distribution done by IKBN is a mutual symbiosis (mutually 
beneficial) between fund collection and distribution to those who are entitled to receive and 
utilize. By unctioning IKBN in controlling cross-finance rolling in the community such as 
mosque funds, it is easy to supervise  financial reports and to makt it  transparent to the 
community. This can minimize money leaks that are difficult to account for. And the growth of 
IKBN will increase with a lot of money being managed. 
Keywords: Fund raising, distribution, growth of IKBN. 
PENDAHULUAN 
akat, infak, sedekah dan wakaf mempunyai dua fungsi, pertama membersihkan harta dari 
kotoran dan jiwa manusia dari penyakit kikir. Kedua sebagai dana sosial yang dapat 
dimanfaatkan di antaranya untuk mengentaskan kemiskinan, melatih orang Islam bersifat pemberi 
dan dermawan dalam menunaikan kewajiban sosial. Memaksimalkan fungsi dana zakat,infak, 
sedekah   dan wakaf  sebagai amal ibadah dan dana sosial, perlu peningkatan pendayagunaannya  
dari yang bersifat komsumtif dikembangkan juga yang berbentuk produktif sebagaimanana  yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.dan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004  tentang Wakaf. Pelaksanaan dana ini  oleh masyarakat, 
kebanyakan dilakukan secara tradisional. Orang yang memberi  langsung menyerahkan kepada  
penerima menurut penilaiannya. Dana ini  digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat 
komsumtif akhirnya penerima dana ini  hidupnya tetap saja dalam kemiskinan dari tahun ketahun. 
Orang memberi  hanya sekedar melepaskan kewajiban dan  melaksanakan anjuran  secara agama 
saja, belum memfungsikan zakat,infak, sedekah  dan wakaf sebagai dana sosial yang dapat 
dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan.Keberhasilan pemamfaatan dana 
zakat,infak,sedekah  dan wakaf sangat ditentukan dari pendayagunaannya  oleh orang yang 
menerima. walaupun jumlah harta ini    banyak, bila pemanfaatannya tidak efektif maka tujuan 
tidak akan tercapai secara baik. Penggunaan dana ini  bagi sipenerima hendaknya dapat 
meningkatkan kesejehteraan dan membebaskannya dari kemelaratan. Sehingga pada gilirannya 
sipenerima dapat menjadi orang yang memberi dan orang yang diberi hak memanfaatkan harta 
wakaf dan hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraannya, dalam artian lain dapat memenuhi 
kebutuhan dasarnya untuk hidup layak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
membawa pengaruh terhadap perubahan sosial kemasyarakatan. Hal ini mempunyai dampak 
terhadap keberhasilan pendayagunaan dana zakat, infaq, sedakah dan wakaf. Berkembangnya 
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ilmu pengetahuan dan teknologi, pendayagunaan dan pengelolaan dana ini  perlu dikembangkan 
dan ditingkatkan  sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, agar hasil dapat  
berdayaguna dan berhasil guna. 
Salah satu usaha yang dapat dilakukan kearah ini adalah menfungsikan Industri Keuagan 
Non Bank (IKNB) turut serta mengendalikan lintas keuangan ini dengan cara menghimpun dan 
mendistribusikannya   melalui satu lembaga, sehingga laporan keuangan mudah di awasi dan 
transparan kepada masyarakat. Hal ini dapat meminimalisir kebocoran uang yang sulit 
dipertanggung jawabkan. Dana zakat,infak,sedekah   dan wakaf sebagai pranata sosial keagamaan 
memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan 
ibadah dan  memajukan kesejahteraan umum. 
Penelitian ini merupakan pranata sosial yang berkaitan dengan yuridis formal. Jenis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Pendekatan yang dipakai  
kualitatif normatif, dengan melakukan penelitian bersifat conten analisis dan  data yang 
dikumpulkan bersifat peraturan hukum, buku-buku hukum . 
TEORI 
Industri Keuangan Non Bank 
Industri Keuangan Non Bank yang disingkat dengan IKNB Syariah adalah bidang kegiatan 
yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan 
lembaga jasa keuangan lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariah. IKNB Syariah merupakan   bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di 
industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, yang 
dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, 
kegiatannya memang tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional. Namun terdapat 
beberapa karakteristik khusus, dengan produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip 
syariah.( OJK.go.id 9-9 2017) 
Penghimpunan dan pendistribusian keuangan antara lain   dilakukan Lembaga Keuangan 
Syariah (LKS) berbasis Hukum Syariah yang difatwakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia (DSN MUI) adalah Pembiayaan Mudharabah, Qiradh, Pembiayaan Musyarakah, 
Pembiayaan Ijarah, Wakalah, Akad Mudharabah Musytarakah, dan Akad Kafalah. 
Pengawasan terhadap IKBN dilakukan oelh Otoritas Jasa Keuagan (OJK)  sebagai lembaga 
pengatur dan pengawas di keuangan syariah juga memiliki fungsi dan kewenangan untuk 
melakukan integrasi arah kebijakan, strategi, dan tahapan pengembangan di industri keuangan 
syariah, termasuk di IKNB Syariah. Tentu instrumen regulasi yang dikeluarkan juga sesuai 
dengan prinsip syariah, dengan melibatkan DSN MUI. 
Bidang pengawasan sektor IKNB mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan 
dan pengawasan sektor IKNB yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa 
keuangan. Dalam melaksanakan fungsi bidang pengawasan sektor IKNB mempunyai tugas 
pokok: 
a. Menyusun peraturan di bidang IKNB; 
b. Melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB; 
c. Melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB;  
d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, 
persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di IKNB;  
e. Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB;  
f. Melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;  
g. Melakukan perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang IKNB;  
h. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB; dan 
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner. 
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga pengawasan independen yang memiliki 
fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa 
keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Sektor jasa keuangan tersebut terdiri dari 
industri perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). IKNB di Indonesia  mulai diawasi 
oleh OJK sejak satu Januari tahun 2013. Industri asuransi, pembiayaan, dana pensiun, sekuritas, 
dan perusahaan jasa keuangan lainnya seperti pegadaian, perusahaan penjaminan kredit dan 
modal ventura merupakan IKNB yang berada di bawah pengawasan dan pengaturan lembaga 
independen tersebut. Tugas yang dimiliki oleh OJK adalah meningkatkan layanan; harmonisasi 
dan penguatan regulasi; pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; serta pelaksanaan 
program strategis dalam rangka pengembangan IKNB. (OJK.go.id 9-9 2017) 
Salah satu tugas utama yang dimiliki oleh OJK adalah meningkatkan fungsi pengawasan 
terhadap IKNB. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK merencanakan untuk melakukan 
penguatan manajemen risiko di IKNB dengan meluncurkan risk based supervision di tahun 2014. 
Ketua dewan komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, menyebut bahwa risk based supervision 
merupakan salah satu fokus OJK dalam meningkatkan pengawasan. Hal tersebut bertujuan untuk 
memahami risiko yang melekat dalam aktivitas usaha lembaga keuangan dengan tepat. Dewan 
komisioner OJK di bidang IKNB, Firdaus Djaelani, menjelaskan bahwa sistem pengawasan 
berbasis risiko yang baru ini terdiri dari dua komponen utama yakni Sistem Pemeringkatan Risiko 
(SPR) dan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko (SPBR). SPR merupakan alat untuk mengukur 
tingkat risiko, sedangkan SPBR memberi kerangka kerja pengawasan khususnya dalam 
menentukan strategi pengawasan. 
Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang akan diterapkan oleh OJK diharapkan 
dapat dijalankan secara efektif. Peraturan yang dibentuk diharapkan akan membawa IKNB 
berkembang ke arah yang lebih baik. Namun, peraturan tersebut juga dapat menjadi tantangan 
maupun risiko tersendiri bagi IKNB. Salah satu contohnya, OJK mewajibkan semua perusahaan 
asuransi memiliki Risk Based Capital (RBC) minimal sebesar 120 persen yang menyebabkan 
industri asuransi, yang merupakan bagian dari IKNB, akan menghadapi risiko regulasi. Risiko 
tersebut dihadapi oleh Industri asuransi dikarenakan terdapatnya kemungkinan perusahaan dalam 
industri tersebut tidak dapat mengimplementasikan regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK, 
akibat harus beradaptasi juga dengan sistem pencatatan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) baru yang akan mengubah laporan keuangannya dan berdampak pada penurunan RBC-
nya. 
Konsep pengawasan terkait tingkat solvabilitas atau RBC minimal pada perusahaan yang 
ditetapkan oleh OJK penting untuk melindungi IKNB, khususnya industri asuransi. Hal tersebut 
dikarenakan, bisnis asuransi merupakan bisnis kepercayaan sehingga perusahaan harus 
membentuk citra yang bagus kepada masyarakat. Dengan memiliki RBC yang sesuai dengan 
standar, perusahaan tersebut akan membentuk citra yang baik bagi masyarakat. Namun, konsep 
pengawasan tersebut akan membuat IKNB menghadapi risiko reputasi dikarenakan terdapat 
kemungkinan perusahaan tidak mencapai target yang ditentukan dan akan berdampak pada 
kepercayaan masyarakat kepada industri tersebut. 
Penguatan manajemen risiko yang dilakukan oleh OJK kepada IKNB membuat 
pengawasan IKNB di Indonesia yang pada awalnya berorientasi pada kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan atau compliance based supervision akan beralih ke penerapan risk 
based supervision yang berorientasi pada tingkat risiko mulai tahun 2014.  Salah satu aspek utama 
yang menjadi perhatian dalam pengawasan tersebut adalah kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi tingkat solvabilitas dan modal minimum berbasis risiko. Hal tersebut dapat 
memunculkan risiko strategis bagi perusahaan di IKNB dikarenakan terdapat kemungkinan 
inovasi pengawasan yang diciptakan OJK untuk industri tersebut membuat perusahaan-
perusahaan yang berada di dalamnya terhambat dalam mencapai tujuannya, akibat terlalu 
berfokus pada analisis aspek keuangan dan kegiatan usahanya. 
OJK masih akan memiliki sejumlah pekerjaan dan rencana yang akan dikerjakan maupun 
dilanjutkan terkait dengan IKNB di tahun 2014. Beberapa pekerjaan dan rencana dari OJK antara 
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lain adalah merampungkan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK), meningkatkan pengawasan dan 
penguatan industri keuangan. Dalam pelaksanaannya, IKNB akan menghadapi sejumlah 
tantangan maupun risiko dari perencanaan OJK tersebut. Para profesi manajemen risiko menjadi 
lebih diperlukan di IKNB terkait dengan rencana penerapan risk based supervision oleh OJK. 
Para profesi manajemen risiko tersebut diharapkan dapat dan perlu melakukan upaya-upaya 
penyehatan untuk menyesuaikan diri dengan lembaga pengawasan independen baru yang 
mengawasinya, mempelajari dan beradaptasi dengan regulasi yang baru. (Denny Susanto – 
Associate) 
Industri Keuangan Non Bank syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus bertumbuh 
dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 
yang berbasis syariah pun menjadi satu pilar kekuatan di industri keuangan syariah, yang 
perkembangannya diharapkan bisa ikut menumbuhkembangkan perekonomian syariah di 
Indonesia. Sebagaimana diketahui, hingga semester 1 2015, aset perusahaan IKNB mencapai Rp 
13.375 triliun. Rinciannya, asset perusahaan asuransi mencapai Rp 777 triliun. Aset perusahaan 
pembiayaan senilai Rp 435 triliun, dana pensiun sebesar Rp 195 triliun.(OJK .go.id 9-9 2017) 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki beberapa rencana khusus pada 2017 untuk 
menguatkan industri keuangan non-bank (IKNB). Ada tiga strategi yang akan menjadi fokus 
utama Dewan Komisioner (DK) OJK untuk meningkatkan IKBN,  "Pertama, kami akan 
melakukan pengawasan yang lebih ketat mengenai pemenuhan investasi minimal pada surat 
berharga negara (SBN) dan BUMN yang menjalankan proyek pembangunan infrastruktur," jelas 
Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 
OJK Firdaus Djaelani di Hotel Double Tree Jakarta, Kamis (16/2/2017). Poin kedua yaitu sebagai 
bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, maka perlu pula disiapkan ketentuan yang 
mendorong agar industri di lKNB dapat tumbuh sehat dan berkelanjutan. "Untuk yang ketiga, 
kami akan meningkatkan kapasitas industri LJKK dan BPJS secara lebih detail dan teknis 
terhadap program kerja strategis 2017 terhadap industri LJKK dan BPJS," jelasnya. Firdaus 
menerangkan, saat ini kinerja IKNB terus tumbuh positif dan mengalami peningkatan. Bahkan, 
IKNB memegang porsi 20,8% atau Rp1.845 triliun dari total aset sektor jasa keuangan pada akhir 
2016. 
Pemberdayaan Zakat, Infak, Sedekah  dan Wakaf 
Dana zakat, infak,sedekah  dan wakaf   merupakan dana sosial yang potensial bagi 
masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Fungsi sosial dana ini 
merupakan aset yang amat bernilai  sebagai sumber ekonomi. Sedangkan fungsinya sebagai 
ibadah, merupakan amal yang pahalanya akan terus mengalir selama harta itu dimanfaatkan umat 
( sedekah jariah). Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits riwayat Bukhari .( Al.Kahlani,tth: 
87) 
Dana zakat dan wakaf mempunyai dua fungsi, pertama membersihkan harta dari kotoran 
dan jiwa manusia dari penyakit kikir. Kedua sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan di 
antaranya untuk mengentaskan kemiskinan, melatih orang Islam bersifat pemberi dan dermawan 
dalam menunaikan kewajiban sosial. Tujuan utama pelaksanaan zakat,infak, sedekah    dan wakaf  
adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta dan 
bukan menjadi budaknya. Sedangkan tujuan  bagi si penerima, membebaskannya dari sesuatu 
yang merendahkan martabat  manusia dan merupakan kegiatan tolong menolong dalam 
mengahadapi  problema kehidupan dan perkembangan zaman (Yusuf al- Qardawi,1991:876), 
begitu juga tujuan wakaf bagi orang yang diberi hak untuk memanfaatkan benda dan penghasilan 
wakaf. Memaksimalkan fungsi zakat dan wakaf  sebagai amal ibadah dan dana sosial, perlu 
peningkatan pendayagunaannya  dari yang bersifat komsumtif dikembangkan juga yang 
berbentuk produktif sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Zakat.dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004  tentang Wakaf . 
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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh terhadap perubahan 
sosial kemasyarakatan. Hal ini mempunyai dampak terhadap keberhasilan pendayagunaan dan 
pengelolaan dana sosial umat yang produktif. Pendayagunaan dana ini  dikembangkan dan 
ditingkatkan  sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, agar hasilnya  berdayaguna 
dan berhasil guna.  
Pendayagunaan zakat yang bersifat komsumtif diberikan kepada kelompok yang tidak 
mampu bekerja seperti manusia lanjut usia, orang cacat dan yang yang tidak punya penghasilan. 
Al-Ramli, (tt: 161) menjelaskan bahwa fakir atau miskin bila tidak mempunyai keahlian dalam 
suatu bidang pekerjaan atau usaha harus diberi zakat yang dapat mencukupi sampai batas umur 
yang biasa di negerinya, sebab maksud dari pada zakat adalah untuk meberi kecukupan. Yusuf 
al-Qardawi, (1991: 565) mengomentari bahwa yang dimaksud  dengan memberikan zakat kepada 
orang yang tidak dapat berusaha sampai pada batas usia yang ditentukan, bukanlah dengan 
memberinya uang tetapi mereka diberi sesuatu yang seharga dengan itu, misalnya dibelikan 
rumah untuk disewakan yang dapat diambil hasilnya dan dapat mencukupi kebutuhannya. 
Seumpama zaman sekarang dibelikan saham atau dibentuk koperasi. Umar mengatakan memberi 
hendaklah mencukupi, memberi orang miskin zakat tidak sekedar menutup kelaparan mereka 
dengan beberapa suap makanan atau melepaskan kesusahan mereka dengan beberapa dirham. 
Seorang laki-laki datang mengadukan kesusahan kepada Umar, kemudian Umar memberi 3 ekor 
unta. Pemberian itu bukan hanya sekedar untuk menghilangkan kesusahan, sebab  unta adalah 
harta yang paling berguna bagi mereka pada masa itu. Umar berkata kepada para pegawainya 
yang bekerja membagikan zakat “berikanlah sedekah itu kepada mereka walaupun salah seorang 
dari mereka baru dapat tercukupi dengan seratus ekor unta (Abu Ubaid al-Qasim, 1986: 560). 
Atha’  berkata  apabila seseorang memberikan zakat harta kepada keluarga kaum muslimin 
sampai mereka menjadi kaya, maka hal itu lebih  aku senangi.  
Masyarakat yang mempunyai keahlian diberikan zakat untuk membuka lapangan pekerjaan 
atau meberikan modal untuk berusaha seperti berdagang. Al-Ramli (tt:161) mengatakan jika 
orang yang diberi zakat itu bisa berusaha dengan layak dan dapat mencukupi kebutuhannya,  
maka ia dapat diberi zakat  untuk membeli alat-alat berusaha yang diperlukannya, seperti alat-alat 
pertukangan, meskipun jumlahnya besar. Bagi orang yang pintar berdagang diberi modal 
secukupnya agar ia memperoleh laba yang wajar menurut ukuran dan sifat perorangan di 
lingkungannya sehingga ia dapat memenuhi kebutuhannya. Yusuf al-Qardawi (1991: 565) 
mengatakan negara Islam dapat membangun pabrik-pabrik, perusahaan, PT dan sebagainya 
kemudian dijadikan milik orang-orang miskin seluruhnya atau sebahagiannya. 
Dana sosial keagamaan di atas, sebaiknya dikelola secara melembaga dan terkoordinir serta 
diurus oleh tenaga yang profesional, sehingga pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya 
guna serta dapat dimanfaatkan membantu masyarakat miskin mengatasi permasalahan yang 
mereka hadapi. Pendayagunaan  tentunya tidak akan sama di setiap daerah, karena masing-masing 
daerah mempunyai kondisi masyarakat yang tidak sama, oleh karenanya program prioritas sangat 
dibutuhkan. Hal ini sangat tergantung dengan permasalahan yang ada dalam daerah dan kualitas 
para pengelolanya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
menjelaskan  Pendayagunaan zakat  Pasal 27. 
Mengujudkan program pendayagunaan  yang berdaya guna dan berhasil guna tidak  dapat 
dilakukan dengan apa adanya. Dalam menyusun program pendayagunaan yang lebih bermanfaat 
sehingga dapat menjadi solusi   untuk mengatasi problematika bagi penerima, memerlukan 
perencanaan  yang matang dan pengelolaan yang profesional serta akuntansi yang akuntabel dan 
pengawasan yang baik. Ada beberapa model atau pola pendayagunaan dapat dijadikan 
percontohan; memperbaiki taraf hidup penerima,  mengatasi ketenaga kerjaan atau pengangguran,  
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perkoperasian syariah,  pendidikan  dan beasiswa, proyek kesehatan, mendirikan  dan membantu  
panti, dan dana dakwah dalam rangka syiar Islam 
Pertumbuhan IKNB dari Peningkatan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 
Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan 
memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 
yang berbasis syariah pun menjadi satu pilar kekuatan di industri keuangan syariah, yang 
perkembangannya diharapkan bisa ikut menumbuhkembangkan perekonomian syariah di 
Indonesia. Industri Keuangan Non Bank  Syariah adalah bidang kegiatan yang berkaitan dengan 
aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan 
lainnya, yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Secara 
umum, kegiatannya memang tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional. Namun 
terdapat beberapa karakteristik khusus, dengan produk dan mekanisme transaksi yang 
berdasarkan prinsip syariah. OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas di keuangan syariah 
juga memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan integrasi arah kebijakan, strategi, dan 
tahapan pengembangan di industri keuangan syariah, termasuk di IKNB Syariah. Tentu instrumen 
regulasi yang dikeluarkan juga sesuai dengan prinsip syariah, dengan melibatkan DSN MUI. 
Bertolak dari hasil evaluasi capaian kinerja di 2015, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cukup 
puas dengan kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang pada 2015 mengalami 
peningkatan jumlah aset dan layanan terhadap seluruh masyarakat. Meskipun kondisi 
perekonomian global mengalami tekanan deflasi, termasuk Amerika Serikat sedang menuju 
pemulihan ekonomi, akan tetapi IKNB tidak mengalami dampak atau guncangan langsung 
sehingga tidak ada potensi risiko yang akan dialami oleh IKNB. 
Sektor IKNB akan senantiasa didorong oleh OJK untuk menciptakan pertumbuhan 
ekonomi nasional yang optimal. Sebagai bagian dari upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi 
nasional, Pemerintah mencanangkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas 
UMKM termasuk start-up company, serta ketahanan pangan. Dalam rangka mendukung 
keberhasilan program strategis pemerintah, OJK turut serta mendorong Perusahaan 
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan untuk berpartisipasi aktif 
dalam menerbitkan produk dan layanan jasa keuangan yang menunjang program pemerintah 
dimaksud. Oleh karena itu, OJK membentuk beberapa Pokja dan berinisiatif mendorong Asosiasi 
IKNB secara langsung mendukung dan memberikan paket investasi asuransi, dana pensiun, 
pembiayaan dan penjaminan terhadap sektor-sektor tertentu. 
Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 1 Februari 2016: Bertolak dari hasil evaluasi capaian 
kinerja di 2015, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cukup puas dengan kinerja Industri Keuangan 
Non-Bank (IKNB) yang pada 2015 mengalami peningkatan jumlah aset dan layanan terhadap 
seluruh masyarakat. Meskipun kondisi perekonomian global mengalami tekanan deflasi, 
termasuk Amerika Serikat sedang menuju pemulihan ekonomi, akan tetapi IKNB tidak 
mengalami dampak atau guncangan langsung sehingga tidak ada potensi risiko yang akan dialami 
oleh IKNB. 
Sektor IKNB akan senantiasa didorong oleh OJK untuk menciptakan pertumbuhan 
ekonomi nasional yang optimal. Sebagai bagian dari upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi 
nasional, Pemerintah mencanangkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas 
UMKM termasuk start-up company, serta ketahanan pangan. Dalam rangka mendukung 
keberhasilan program strategis pemerintah, OJK turut serta mendorong Perusahaan 
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan untuk berpartisipasi aktif 
dalam menerbitkan produk dan layanan jasa keuangan yang menunjang program pemerintah 
dimaksud. Oleh karena itu, OJK membentuk beberapa Pokja dan berinisiatif mendorong Asosiasi 
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IKNB secara langsung mendukung dan memberikan paket investasi asuransi, dana pensiun, 
pembiayaan dan penjaminan terhadap sektor-sektor tertentu (http://www.ojk.go.id/) 
Pertumbuhan dan pengembangan IKNB yang menunjukan pertumbuhan yang baik dan 
perhatiann OJK terhadap IKNB, merupakan peluang yang baik untuk mengamankan dan 
memproduktifkan dana sosial keagamaan di Indonesia. Seiring dengan  peningkatan 
pemberdayaan zakat dan wakaf  untuk kemaslahatan umat yang dilaksanakan sesuai dengan 
kemampuan pengelola yang profesional dapat  membantu kebutuhan masyarakat tempat 
pengumpulan zakat. Kondisi  ini   mengakibatkan terjadinya peningkatan mobilitas dana dan 
perputaran uang dalam lingkup masyarakat penerima manfaat dari dana di atas. Hal ini 
memmerlukan manajemen yang baik agar dana termanfaatkan secara tepat guna dan berhasil 
guna, tentunya harus dikelola oleh lembaga yang dilakukan secara profesional dan  proposional. 
Lembaga yang tepat mengelola lintas perputaran dana ini adalah Lembaga Keuangan Syariah 
(LKS) yang dalam hal ini termasuk Industri Keuagan Non Bank (IKNB). Tujuan dana ini dikelola 
oleh lembaga keuangan agar  tidak terjadi penyimpamgan pemanfaatan dan  tidak terjadi salah 
guna oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dapat  mengantisipasi tidak terjadi korupsi 
oleh pengelola dana zakat dan wakaf. 
Semua program pendayagunaan  yang dikemukakan di atas  pelaksanaannya sangat 
tergantung dengan pengelolan dan akuntasi dananya dapat dipertanggung jawabkan, maka 
dananya dalam pengumpulan dan pendistribusian dapat dilaksanakan melalui IKBN agar 
pengelolan dan pengawasan dapat dilakukan secara baik dan terbuka.  Pengelola hanya membuat 
program pemanfatan dan pemberdayaannya. Dalam pengumpulan dan pendistribusian dana 
dilakukan melalui IKBN. Pengelola yaitu amil zakat dan nazir wakaf tidak mengelola uang, hanya 
menerima laporan lintas uang dan  menyimpan bukti pengumpulan dan pendistribusiannya 
Aliran dana zakat dan wakaf ditinjau dari tugas pokok organisasi pengelolaan zakat dan 
wakaf  adalah penghimpunan dan penyaluran dana zakat dan wakaf. Penghimpunan  artinya 
menerima dana dari muzakki dan wakif, sedangkan penyaluran dana artinya menyalurkan dana 
zakat dan pemanfaatan hasil wakaf kepada yang berhak. Dalam praktek penghimpunan tidak 
selalu langsung diiringi dengan penyaluran teruma dana wakaf uang tunai, ada tenggang waktu  
antara penghimpunan dengan  penyaluran. Proses  yang dilalui tidak hanya penghimpunan dan 
penyaluran melainkan juga pengendapan. Selama dana pengendapan dapat dimanfaatkan oleh 
LKS IKNB untuk membantu masyarakat yang butuh dana. 
Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan disini pengumpulan dan penyaluran zakat di 
BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, berdasrkan laporan  keuangan 31 desember 2016 Saldo awal 
Rp 1.289.317.072, penerimaan zakat Rp 9.715.755.902, penyaluran dana zakat Rp 9.222. 
888.362, surplus (defist), 492.867.539, saldo akhir 1.782.184.611.   
Ruang lingkup manajemen keuangan dalam organisasi pengelolaaan zakat dan wakaf 
mencakup perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas penghimpunan dan penyaluran serta  
pengendapan dana (saldo dana) zakat dan wakaf. (Hertanto Widodo, 2001:76) Dalam  
perencanaan, pengelolaan dana dapat dilakukan oleh BAZ dan Nazir wakaf, sedangkan dalam 
penyaluran dan  pengendapan dana (saldo dana)   dapat dilakukan oleh IKNB dengan melakukan 
kerja sama atau mitra dengan BAZNAS dan Nazir wakaf. Kegiatan ini akan memberi pengaruh 
terhadap pertumbuhan IKNB. Apabila manajemen keuangan ini dikelola oleh IKNB dengan baik, 
tentunya akan dapat diperoleh fungsinya dari manajemen keuangan pengelolaan zakat dan wakaf  
antara lain ; dana dapat dikelola sesuai dengan syariah, pertanggungjawaban kepada muzakki, 
wakif dan masyarakat pada umumnya dapat diberikan secara baik, pengunaan dana lebih tepat 
guna dan berdaya guna, kebutuhan dana dapat terantisipasi sejak dini, dan keamanan dana relatif 
terjamin. (Hertanto Widodo, 2001: 77) 
Pengelolaan  dana zakat dan wakaf pengumpulannya dan penyalurannya dilakukan oleh 
Industri Keuagan Non Bank (IKNB)  seperti Koperasi  Syariah, Lembaga Keungan Mikro 
Syariah, takaful, pengadaian syariah dan lain-lain. Hal ini merupakan simbiosis mutual, saling 
menguntungkan antara pengumpul dan pendistribusian kepada   orang yang berhak dari dana ini 
dengan IKNB. Salah satu usaha yang dapat dilakukan kearah ini adalah menfungsikan Industri 
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Keuagan Non Bank (IKNB) turut serta mengendalikan lintas keuangan  dengan cara menghimpun 
dan menyalurkan dan memproduktifkan  dana ini melalui satu lembaga, sehingga laporan 
keuangan mudah diawasi dan transparat kepada masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan 
produktifitas uang dan meminimalisir kebocoran uang yang sulit dipertanggungjawabkan. Dan 
pertumbuhan IKNB akan meningkat dengan banyak uang yang dikelolanya dan tingginya 
mobilitas perputaran uang di masyarakat. Para penirima zakat yang berhak merima akan 
mendapatkan bantuan pendayagunaan dana zakat dan akan meningkatkan kesejahteraannya.  
Panduan dalam penghimpunan dana mencakup dana tentang jenis dana dan cara dana 
diterima. Organisasi pengelola harus menetapkan jenis dana yang akan diterima sebagai sumber 
dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dan konsekuensi pembatasan berbeda yang 
harus dipenuhi oleh pengelola zakat (Hertanto Widodo, 2001: 80). Bila dana sosial keagamaan  
dihimpun dan disalurkan melalui IKNB, akan membantu peningkatan dan pengembangan 
produktifitas pemanfaatan dana. IKNB akan mengelola dana sosial keagamaan ini dengan 
memprogramkan kepada sektor riil sebagaimana yang diamanatkan OJK. 
Sektor IKNB akan senantiasa didorong oleh OJK untuk menciptakan pertumbuhan 
ekonomi nasional yang optimal. Sebagai bagian dari upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi 
nasional, Pemerintah mencanangkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas 
UMKM termasuk start-up company, serta ketahanan pangan. Dalam rangka mendukung 
keberhasilan program strategis pemerintah, OJK turut serta mendorong Perusahaan 
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan untuk berpartisipasi aktif 
dalam menerbitkan produk dan layanan jasa keuangan yang menunjang program pemerintah 
dimaksud. Oleh karena itu, OJK membentuk beberapa Pokja dan berinisiatif mendorong Asosiasi 
IKNB secara langsung mendukung dan memberikan paket investasi asuransi, dana pensiun, 
pembiayaan dan penjaminan terhadap sektor-sektor tertentu. 
Otoritas Jasa Keuangan  memiliki program strategis 2016 yang sangat mendukung program 
Pemerintah, terutama pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan. Berikut disajikan 
program strategis OJK untuk tahun 2016: 
1. Asuransi Usaha Tani Padi (Pertanian); 
2. Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal; 
3. Asuransi Nelayan 
4. Tarif Premi Asuransi 
5. Asuransi Ternak Sapi dan Pokja Ketahanan Pangan 
6. Sepuluh juta agen berlisensi 
7. Kapasitas Asuransi dan Reasuransi 
8. Pokja Pariwisata 
9. Pokja Energi Baru dan Energi Terbarukan 
10. Pokja Pembiayaan Rumah Sederhana 
11. Pokja Pembiayaan Mikro Mandiri 
12. Pokja Infrastruktur Jalan Tol 
13. Financial Sector Assessment Program Sektor Perasuransian 
14. Spin-off Unit Usaha Syariah 
15. Penyusunan 22 (dua puluh dua) Peraturan OJK dan 25 (dua puluh lima) Surat Edaran OJK 
terkait Industri Keuangan Non Bank 
16. Mendorong peran LPEI dalam meningkatkan pembiayaan, khususnya pada sektor industri 
kreatif dan UMKM 
17. Lembaga Rating UMKM 
18. Peningkatan peran Lembaga Penjaminan untuk pengembangan industri maritim, 
berorientasi ekspor, ekonomi kreatif, dan sektor lainnya 
19. Penguatan fungsi Lembaga Penjaminan di tingkat pusat dan daerah 
20. Peningkatan peran Lembaga Penjaminan dalam pemberdayaan pelaku UMKM dan Koperasi 
21. Pengelolaan Dana Pensiun untuk manfaat pesangon, haji dan umroh, pendidikan dan 
perumahan 
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Sebahagian program yang dicanagkan OJK di atas dapat dilalukakan oleh pengelola dana 
sosial seperti BAZNAS dan Nazir Wakaf melakukan kerja sama dengan IKNB dalam mengelola 
dana  sehingga dapat saling membantu program masing-masing. Contoh program penditribusian 
dana zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tahun 2017: 
1. Pendidikan 
a. Bantuan Siswa SD/MI 
b. Bantuan Siswa SLTP/Mts 
c. Bantuan Siswa SLTA/MA 
d. Bantuan Mahasiswa Perguruan Tinggi 
e. Bantuan Pendidikan non Beasiswa 
f. Program Pendidikan ZCD 
2. Ekonomi 
a. Modal Usaha Produktif Mustahik  
 b. Program Ekonomi ZCD 
3. Kemanusiaan 
a. Bantuan  Konsumsi Mustahik 
b. Bantuan Perumahan Mustahik 
c. Tanggap Darurat Bencana 
d. Program Kemanusiaan ZCD 
4.  Kesehatan 
a. Bantuan Premi BPJS 
b. Santunan Pengobatan Mustahik 
c. Rumah Sehat BAZNAS 
d. Program Kesehatan ZCD 
5 Dakwah 
a. Kaderisasi Da'i / Ulama 
b. Da'i Nagari Binaan 
c. Bantuan Keluarga Da'i 
d . Program Dakwah ZCD 
6 Pembekalan Teknis dan Monev Program Penyaluran 
a. Pembekalan Teknis Program Penyaluran 
b. Monitoring dan Evaluasi Program Penyaluran 
 
 
KESIMPULAN  
Pengelolaan  dana zakat dan wakaf pengumpulannya dan penyalurannya dilakukan oleh 
Industri Keuagan Non Bank (IKNB)  seperti Koperasi  Syariah, Lembaga Keungan Mikro 
Syariah, takaful, pengadaian syariah, dan lain-lain. Hal ini merupakan simbiosis mutual, saling 
menguntungkan antara pengumpul dan  yang berhak dari dana ini dengan IKNB. Salah satu usaha 
yang dapat dilakukan kearah ini adalah menfungsikan Industri Keuagan Non Bank (IKNB) turut 
serta mengendalikan lintas keuangan  dana sosial keagamaan, dengan cara menghimpun dan 
menyalurkan  serta memproduktifkan dana  melalui satu lembaga. Sehingga laporan keuangan 
mudah diawasi dan transparat kepada masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan produktifitas 
keuangan dan meminimalisir kebocoran uang yang sulit dipertanggungjawabkan. Dan 
pertumbuhan IKNB akan meningkat dengan banyak uang yang dikelolanya, akan banyak bentuk 
pembiayaan dan produk akad- akad yang dapat dikembangkan.  
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